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Abstract
This article attempts to explore the explanative factor behind the ineffective Indonesian security
sector reform. In general, Indonesian military reform can be divided into several aspects:
normative (regulative framework), substantive (military doctrine), structural (military
organization) and defense economics. This article applies Horowitz’s framework of military
diffusion, which mainly sees financial intensity and organizational capital as the principal factors
in explaining military innovation adaptability in international systems. At the end of this article,
I conclude that both aspects have proven to be the main factors behind Indonesian ineffective
defense transformation.
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Abstrak
Artikel ini mencoba mengeksplorasi faktor-faktor eksplanatif di balik reformasi sektor keamanan
Indonesia yang kurang efektif. Secara umum, reformasi militer Indonesia dapat dibagi menjadi
beberapa aspek: normatif (kerangka regulatif), substantif (doktrin militer), struktural (organisasi
militer) dan ekonomi pertahanan. Artikel ini menerapkan kerangka difusi militer Horowitz,
terutama melihat modal finansial dan organisasional sebuah organisasi sebagai faktor utama
dalam menjelaskan adaptasi inovasi militer di sistem internasional. Pada akhir artikel ini, artikel
ini menyimpulkan bahwa kedua aspek tersebut terbukti menjadi faktor utama di balik
transformasi pertahanan Indonesia yang kurang efektif.

Kata kunci
Indonesia, Transformasi Pertahanan, Modernisasi Persenjataan, Inovasi Militer

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki kemampuan untuk menjadi kekuatan utama (regional power)
di Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi dan pengaruh politik yang signifikan di
dalam ASEAN. Namun, status Indonesia sebagai regional power belum tercermin dalam
kekuatan militer Indonesia. Padahal, militer atau angkatan bersenjata merupakan actual
power suatu negara (Mearsheimer, 2001, hal. 43). Meskipun dorongan untuk melakukan
transformasi pertahanan, termasuk modernisasi persenjataan telah muncul baik secara
internal maupun eksternal, militer Indonesia kesulitan merealisasikan hal tersebut.
Adapun secara internal, gerakan reformasi menuntut perubahan dalam organisasi militer
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dan peningkatan profesionalisme prajurit. Sedangkan secara eksternal, tren modernisasi
persenjataan di kawasan Asia Tenggara selama beberapa dekade terakhir merupakan
fenomena yang tidak bisa Indonesia abaikan.
Berakhirnya rezim Orde Baru di Indonesia dan kemunculan gerakan reformasi
pada tahun 1998 tidak hanya berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan politik Indonesia,
tetapi juga turut berpengaruh terhadap militer Indonesia. Selama Orde Baru berkuasa,
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan doktrin dwifungsi telah menjadi
tulang punggung dan alat kekuasaan Soeharto yang membuat masyarakat Indonesia
menuntut reformasi di dalam tubuh militer. Namun, dibalik semua itu, adalah
profesionalisme militer yang menjadi tujuan utama reformasi sektor keamanan di
Indonesia.
Keterlibatan militer dalam politik maupun bisnis dan persepsi ancaman yang
bersifat internal selama Orde Baru dianggap telah mengurangi profesionalisme ABRI
(kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia) sebagai garda terdepan
pertahanan negara Indonesia (Rabasa & Haseman, 2002, hal. 13). Selain itu, kecilnya
anggaran pertahanan Indonesia berdampak langsung terhadap profesionalisme prajurit,
terutama dalam penyediaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI (Sukma &
Prasetyono, 2003). Sebagai gambaran, 52% dari total alutsista TNI telah dipergunakan
lebih dari 30 tahun, dengan matra Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang paling banyak
menggunakan alutsista usang (40% alutsista Angkatan Darat berusia di atas 40 tahun
(Tempo, 2015). Karena itu, selain membenahi fungsi TNI, modernisasi persenjataan
menjadi kunci utama dalam meningkatkan profesionalisme prajurit TNI.
Secara geopolitik, kawasan Asia Tenggara tengah mengalami tren modernisasi
persenjataan. Negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam,
dan Thailand secara konsisten memperbaharui sistem persenjataan mereka. Data
Stockholm International Peace Research Instute (SIPRI) menunjukkan bahwa anggaran
pertahanan negara-negara di Asia Tenggara secara umum terus meningkat sejak tahun
1990an. Dalam periode tahun 2000-2008, keseluruhan anggaran pertahanan di kawasan
Asia Tenggara meningkat 50%. Di sisi lain, transfer senjata konvensional pada periode
tahun 2005-2009 juga meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan periode
sebelumnya (2000-2004). Dalam periode tersebut (2005-2009) juga, impor senjata
negara-negara di Asia Tenggara mengalami peningkatan cukup tajam, seperti Malaysia
(722%), Singapura (146%) dan Indonesia (84%).
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Modernisasi persenjataan di Asia Tenggara tersebut pada kenyataannya
meninggalkan Indonesia sebagai negara yang tidak terlalu berhasil dalam mengadopsi
inovasi militer. Kepemilikan pesawat tempur 4G kita misalnya, masih kalah dari
Malaysia dan Singapura (Chang, 2014). Usia rata-rata baik pesawat tempur, kapal perang,
dan kendaraan lapis baja Indonesia pun tertinggal dari kedua negara tersebut. Padahal,
dalam anggaran pertahanan, Indonesia menempati urutan kedua dengan nilai anggaran
sebesar $6.87 miliar dan hanya berada di bawah Singapura yang memiliki anggaran
pertahanan sebesar $9.72 miliar. Meskipun secara per kapita, anggaran pertahanan
Indonesia yang hanya $28 per kapita tertinggal jauh dari Thailand ($81), Malaysia ($161),
dan Singapura ($1,833) (Dowdy, Chinn, Mancini, & Ng, 2014).
Belum maksimalnya proses modernisasi persenjataan Indonesia dapat diukur
berdasarkan dua hal, yaitu pencapaian target pembentukan Minimum Essential Forces
(MEF) yang dicetuskan pada tahun 2010 dan presentase anggaran pertahanan terhadap
PDB Indonesia. Rencana pembentukan MEF menargetkan 274 kapal perang, 10 skuadron
pesawat tempur, dan 12 kapal selam diesel-elektrik baru sampai 2024. Pada matra laut
yang diarahkan untuk menjadi green water navy misalnya, dari 116 sistem persenjataan
modern yang berencana diakuisisi TNI AL, baru 33.62% yang dapat dikatakan modern,
dan sisanya merupakan persenjataan peninggalan Perang Dingin yang tidak dapat
diandalkan (Schreer, 2013, hal. 21). Selanjutnya, anggaran pertahanan Indonesia juga
tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada tahun 2009. Dari target presentase 1.5% PDB Indonesia, anggaran
pertahanan Indonesia pada tahun 2014 masih belum mampu meningkat secara signifikan
dan masih berada di kisaran 0,8% dari PDB tahun tersebut (Schreer, 2013, hal. 16).
Jauhnya pencapaian Indonesia dari target yang ditetapkannya sendiri menunjukkan upaya
modernisasi persenjataan belum maksimal.
Reformasi militer yang tengah dilakukan Indonesia dan tren modernisasi militer
di kawasan Asia Tenggara menunjukkan adanya keinginan dan kebutuhan untuk
melakukan modernisasi persenjataan. Namun, meskipun telah ada faktor internal dan
eksternal yang kuat tersebut, transformasi pertahanan Indonesia, terutama dalam
modernisasi persenjataan, masih belum mampu mencapai targetnya dan cenderung
tertinggal dari negara-negara tetangganya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa
Indonesia telah sejak lama memiliki keinginan dan kebutuhan untuk melakukan
transformasi pertahanan, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam mencapai
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targetnya. Tulisan ini berusaha menjelaskan penyebab di balik belum tercapainya target
transformasi pertahanan yang telah Indonesia upayakan sejak reformasi.
Sekilas Perjalanan Reformasi Militer Indonesia
Proses reformasi militer Indonesia bergulir sejak era reformasi. Secara umum,
reformasi militer Indonesia dalam konteks transformasi pertahanan dapat dibagi menjadi
aspek normatif (kerangka hukum), substantif (doktrin), struktural (organisasi), dan
ekonomi pertahanan (Widjajanto, Reformasi militer dan transformasi komponen
pertahanan Indonesia, 2010, hal. 15). Jika merunut ke belakang, dorongan untuk
melakukan reformasi di dalam tubuh militer berpusat pada dominasi militer atas sipil
akibat penggunaan militer oleh Orde Baru sebagai penguasa. Keterlibatan ABRI di
berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di luar urusan keamanan dan pertahanan
dianggap menurunkan profesionalisme prajurit. Tidak heran, ABRI disebut sebagai
tentara politik atau tentara niaga karena keterlibatannya dalam urusan politik dan bisnis.
Semangat reformasi militer karenanya adalah juga semangat untuk mengembalikan
fungsi ABRI sebagaimana mestinya sebagai prajurit dan tentara profesional.
Pra Reformasi
Legitimasi dominasi militer atas sipil ini bersumber dari doktrin Dwifungsi ABRI,
sebuah gagasan yang tidak dapat dilepaskan dari pidato Jenderal A. H. Nasution pada
tahun 1958 mengenai konsep Jalan Tengah yang sering disebut sebagai upaya militer
untuk terlibat dalam kegiatan sosial-ekonomi dan politik (Rinakit, 2005, hal. 7). Konsep
Jalan Tengah kemudian diformalkan ke dalam Doktrin Dwifungsi ABRI melalui
Ketetapan MPR pada tahun 1962, 1982, dan 1988 untuk menegaskan bahwa militer
memiliki fungsi sosial dan politik di samping fungsi pertahanan dan keamanan. Selain
itu, terdapat juga kebijakan kekaryaan yang menugaskan militer ke dalam legislatif dan
badan non-administrasi militer lainnya. Implikasi dari doktrin dan kebijakan yang
digunakan militer Indonesia tersebut adalah dikuasainya berbagai posisi strategis di
birorasi nasional dan daerah, dari tingkat menteri hingga kepala desa, serta posisi
manajemen perusahaan-perusahaan milik negara (Sebastian & Gindarsah, Taking Stocks
of Military Reform in Indonesia, 2013, hal. 31).
Di sisi lain, penekanan dimensi ekonomi dalam perspektif keamanan Indonesia
juga mendukung terjadinya dominasi militer atas sipil. Berbeda dengan Soekarno yang
memilih nasionalisme dan mobilisasi massa, Soeharto mencari legitimasi rezim dari
ekonomi dan pembangunan yang menekankan stabilitas politik di dalam negeri
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(Sebastian & Gindarsah, Taking Stocks of Military Reform in Indonesia, 2013).
Perspektif keamanan nasional Orde Baru karenanya tidak semata-mata keamanan
nasional untuk bangsa dan negara, tetapi keamanan nasional untuk pembangunan
nasional (Sebastian, 2006, hal. 52). Logika bahwa performa ekonomi akan membawa
pembangunan, progres, keadilan, ketahanan, dan keamanan bagi rakyat membuat
pembangungan nasional menjadi suatu nilai utama yang harus dilindungi. Akibatnya,
bagi ABRI, segala ancaman terhadap pembangunan nasional merupakan ancaman
terhadap keamanan nasional. Persepsi inilah yang kemudian memberi legitimasi militer
untuk banyak berperan dalam ranah sipil dengan alasan stabilitas maupun keamanan
nasional.
Presiden Habibie (1998-1999)
Pasca 21 Mei 1998, tuntutan mahasiswa agar Presiden Soeharto mengundurkan
diri segera berubah menjadi penghapusan dwifungsi dan penarikan militer dari politik.
Merespon hal tersebut, reformasi militer pada masa Presiden Habibie dimulai dengan
penghapusan doktrin dwifungsi. Proses ini diawali militer dengan mengadakan seminar
di Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) dengan tema “Peranan ABRI Abad XXI”
pada 22-24 September 1998 di Bandung. Hasil dari seminar itu adalah dokumen berjudul
“ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam kehidupan
Bangsa” yang kemudian menjadi kompas reformasi di dalam tubuh militer. Pada ulang
tahun ABRI, 5 Oktober 1998, Jenderal Wiranto mengumumkan reformasi internal militer
dengan Paradigma Baru sebagai doktrin utamanya.
Melalui Paradigma Baru, peran militer dalam bidang sosial-politik diatur ulang
dari peran kontrol menjadi pengaruh, pengaruh langsung menjadi tidak langsung, dan
pembagian peran antara militer dan sipil (Tentara Nasional Indonesia, 1998). Selain itu,
doktrin Paradigma Baru juga menetapkan pemisahan polisi dari militer, penangguhan
konsep kekaryaan, pengurangan jumlah perwakilan militer di lembaga legislatif (dari 75
menjadi 38 orang perwakilan di DPR RI dan 10 persen di DPRD), dan menjanjikan
netralitas militer dalam urusan politik (Croissant & Kuehn, 2009, hal. 11). Reformasi
militer selanjutnya yang dilakukan Presiden Habibie adalah merumuskan pemisahan
polisi dari militer. Langkah-langkah pemisahan POLRI dari ABRI kemudian dituangkan
melalui Inpres No. 2 Tahun 1999. Pemisahan polisi dari militer kemudian membuat
sebutan ABRI untuk militer berubah kembali menjadi TNI.
Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)
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Melanjutkan reformasi militer yang telah dilaksanakan Presiden Habibie,
reformasi militer ‘radikal’ Presiden Abdurrahman Wahid dimulai dengan usaha
mengembalikan supremasi sipil atas militer. Upaya tersebut dilakukan dengan menunjuk
Juwono Sudarsono (seorang akademisi; kemudian digantikan Mahfud M.D.) sebagai
Menteri Pertahanan, menghapuskan kantor urusan sosial-politik di dalam Kementerian
Dalam Negeri yang menjadi basis militer, dan mencopot jabatan komando Wiranto,
Susilo Bambang Yudhoyono, dan Agum Gumelar yang berada di dalam kabinetnya
(Mietzner, 2006, hal. 20). Tidak hanya itu, Presiden Wahid juga mengurangi jumlah
perwira yang duduk di jabatan publik baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah
(Muhaimin, 2008, hal. 53-58). Ruang perdebatan terhadap sistem komando teritorial yang
menjadi banyak kritik dan dianggap sebagai upaya militer terlibat dalam urusan sosialpolitik dibuka kembali (Mietzner, 2006, hal. 21). Presiden Wahid juga membentuk
Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Timor Timur (KPP HAM Timtim)
untuk menelusuri keterlibatan militer Indonesia dalam kerusuhan di Timor Timur pasca
jajak pendapat (Kompas, 1999).
Terkait perubahan institutional, terdapat dua inisiatif yang terlaksana pada masa
Presiden Wahid. Pertama, lolosnya dua keputusan MPR, yaitu TAP MPR Nomor
VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI dan TAP MPR Nomor
VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI. Selain menghilangkan peran polisi dari
pertahanan, keputusan yang sama juga memberikan tenggat waktu untuk militer keluar
dari parlemen, yaitu 2004 untuk DPR, dan 2009 untuk MPR (MPR RI, 2000). Kedua,
Presiden Wahid mendorong partisipasi intensif dari mayarakat sipil dalam perumusan
Undang Undang Pertahanan Negara untuk menggantikan hukum pada masa Orde Baru
(Mietzner, 2006, hal. 32).
Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004)
Melanjutkan apa yang sudah dimulai pada pemerintahan sebelumnya, UU No. 20
Tahun 2002 tentang POLRI berhasil disahkan pada periode ini. Peraturan ini kembali
menegaskan peran kepolisian sebagai institusi utama yang menangani masalah
keamanan. Selain itu, dua tahun kemudian, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
menyusul. Peraturan tentang TNI ini memiliki peran penting dalam peningkatan
profesionalisme prajurit karena menegaskan TNI sebagai alat pertahanan dan secara tegas
mengatur larangan bagi prajurit untuk terlibat dalam urusan bisnis (Republik Indonesia,
2004).
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Mengenai pengadaan alutsista, pada periode Presiden Megawati, Departemen
Pertahanan hanya bisa memprioritaskan pemeliharaan alutsista karena pada tahun 2000
kesiapan TNI hanya berkisar 30-80% (Widjajanto & Keliat, 2006, hal. 7). Hal tersebut
tercermin dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pertahanan Tahap 2000-2004
yang didominasi program arms maintanence dan berfokus pada pemeliharaan. Namun,
di akhir periode masa jabatan Presiden Megawati, Indonesia membeli 4 pesawat tempur
jenis Sukhoi Su-27 Flanker dan Sukhoi Su-30, dan 2 helikopter tempur jenis Mi-35 dari
Rusia (Liputan 6, 2003). Pengadaan yang merupakan realisasi dari rencana pada masa
Orde Baru ini dianggap mendesak akibat embargo senjata yang diberlakukan Amerika
Serikat dan Inggris terhadap Indonesia atas tuduhan pelanggaran HAM (Kusumadewi &
Armenia, 2016). Sayangnya, pengadaan pesawat tempur ini diwarnai kontroversi terkait
proses pembelian yang tanpa sepengetahuan DPR dan tidak melalui Departemen
Pertahanan (Suara Merdeka, 2003).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)
Presiden Yudhoyono menunjukkan komitmen yang kuat dalam reformasi militer
dan transformasi pertahanan. Terkait transformasi pertahanan, terobosan paling penting
yang dilakukan Presiden Yudhoyono adalah perumusan kebijakan pertahanan nasional.
Pada tahun 2005, Presiden Yudhoyono mengumumkan konsep Minimum Essential
Forces (MEF) yang dirumuskan Juwono Sudarsono selaku Menteri Pertahanan.
Kebijakan pembentukan MEF menargetkan Indonesia memiliki kekuatan pokok
minimum pada tahun 2024 dengan TNI sebagai tentara profesional, dilengkapi
persenjataan mutakhir, dan mampu menghadapi ancaman abad ke-21 (Sebastian &
Suwandi, 2001, hal. 5).
Untuk mencapai itu semua, Kementerian Pertahanan kemudian menerbitkan Buku
Putih 2008, Doktrin Pertahanan 2008, Analisis Lingkunan Strategis dan Prediksi
Ancaman 2008, Postur Pertahanan 2024 sebagai arah kebijakan pertahanan. Sebagai
langkah awal modernisasi TNI, pada tahun 2004 Indonesia membeli 4 kapal korvet kelas
SIGMA dari Belanda untuk memperkuat armada TNI AL. Untuk TNI AU, Indonesia pada
tahun 2007 kembali membeli pesawat tempur jenis Sukhoi, 3 unit tipe Su-27 dan 3 unit
tipe Su-30 yang menggenapkan armada Sukhoi Indonesia menjadi 10 unit (Marboen,
2013).
Komitmen Presiden Yudhoyono untuk mereformasi militer Indonesia berlanjut
pada periode keduanya. Untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, Presiden
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Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2009 Tentang
Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Upaya tersebut dilakukan untuk menghapuskan
karakter tentara niaga yang sebelumnya melekat pada TNI. Dari segi transformasi
pertahanan, Presiden Yudhoyono menunjukkan komitmennya dengan pelaksanaan
pengadaan alutsista TNI sebagaimana direncanakan dalam dokumen Postur Pertahanan
2024.
Dalam Pembangunan Postur Pertahanan Tahap I (2010-2014), Indonesia berhasil
mendatangkan berbagai teknologi persenjataan mutakhir. Di samping mendatangkan
persenjataan dari luar negeri, pemenuhan kebutuhan alutsista juga melibatkan industri
pertahanan dalam negeri. Komitmen untuk melakukan modernisasi persenjataan
berdampak positif terhadap penguatan industri pertahanan Indonesia. Pengaturan
mengenai industri pertahanan kemudian dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2012
tentang Industri Pertahanan.
Tabel 1.1. Proses Reformasi Militer Indonesia (1998-2014).
Ekonomi

Periode

Normatif

Substantif

Struktural

Habibie

V

V

V

X

A. Wahid

V

X

V

X

Megawati

V

X

X

X

SBY I

V

V

V

X

SBY II

V

V

V

V

Pertahanan

Sumber: diolah oleh penulis dari beberapa sumber

METODOLOGI
Inovasi dan Kemampuan Adopsi Negara
Teori kapasitas-adopsi (adoption-capacity theory) merupakan teori yang berusaha
menjelaskan penyebaran inovasi militer dan difusi kekuatan militer di dalam sistem
internasional. Menurut Horowitz (2010, hal. 5), ketika suatu inovasi militer diperkenalkan
dalam sistem internasional, difusi kekuatan militer akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu
tingkat intensitas finansial (financial intensity) dan modal organisasional (organizational
capital) negara). Asumsi Horowitz terkait penyebaran inovasi militer dan difusi kekuatan
militer berdasarkan pemahaman bahwa kebijakan nasional negara bersifat interdependen.
Menurut Simmons, Dobbin, & Garrett (2006), terdapat empat mekanisme yang
memungkinkan pengambilan keputusan interdependen terjadi, yaitu koersi (coersion),
138

Global Jurnal Politik Internasional 18(2)

kompetisi (competition), pembelajaran (learning), dan peniruan (emulation). Dalam
konteks kompetisi, persaingan antar negara akan mendorong negara-negara mengadopsi
kebijakan yang paling membuat negaranya bersaing, yang dalam tulisan ini adalah
kebijakan terkait inovasi militer. Simmons, Dobbin, & Garrett (2006) juga berargumen
bahwa dalam mekanisme kompetisi, hubungan yang lebih penting adalah yang bersifat
horizontal. Karena itu, penyebaran akan cenderung terjadi diantara negara-negara dengan
kapabilitas setara.
Inovasi militer sendiri merupakan perubahan karakter dalam peperangan, meliputi
perubahan cara organisasi merencanakan dan melaksanakan operasinya (Horowitz, 2010,
hal. 2-3). Meskipun tidak membatasi inovasi hanya dalam bidang teknologi, Horowitz
mengakui bahwa inovasi militer terkait erat dengan teknologi. Sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, Horowitz berargumen bahwa ketika suatu inovasi militer
diperkenalkan dalam sistem internasional, kompetisi antarnegara akan memicu
penyebaran inovasi militer di dalam sistem. Negara-negara akan berusaha mengadopsi
inovasi tersebut dalam rangka menjaga daya saing kapabilitas militernya di antara negaranegara lain. Namun, terdapat dua faktor yang sangat menentukan kapasitas (adoption
capacity) suatu negara untuk dapat mengadopsi inovasi militer, yaitu intensitas finansial
(financial intensity) dan modal organisasional (organizational capital).
Intensitas Finansial
Terkait aspek pertama, determinan tingkat intensitas finansial adalah eksklusivitas
aplikasi dari teknologi terkait (berorientasi militer atau memiliki aplikasi komersial) dan
harga per unitnya. Semakin berorientasi militer suatu teknologi dan semakin tinggi harga
perangkat per unit yang digunakan, semakin tinggi pula intensitas finansial untuk
pengadopsian. Artinya, negara membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk
pengadaan teknologi dengan harga mahal dan hanya bisa digunakan untuk tujuan militer.
Eksklusivitas aplikasi dari teknologi dan harga menjadi penting karena akan menentukan
proses pertimbangan dalam perumusan anggaran pertahanan dan alokasi anggaran untuk
pembelian alutsista.
Modal Organisasional
Terkait aspek kedua, modal organisasional dapat diterjemahkan sebagai kapasitas
atau potensi perubahan dalam organisasi militer. Terdapat tiga faktor yang dapat diukur
dari organisasi militer. Pertama, jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan
eksperimen menjadi indikator keinginan dan kemampuan organisasi militer terkait
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inovasi. Kedua, organisasi yang telah berumur lebih tua biasanya memiliki birokrasi
dengan berbagai kemampuan veto yang mencegah inovasi diadopsi. Semakin lama suatu
organisasi bertahan tanpa mengalami perubahan serius, seperti perubahan rezim dari
dalam atau kekalahan dalam perang antarnegara, semakin buruk organisasi tersebut
dalam mengintegrasikan inovasi. Ketiga, cara organisasi militer mendefinisikan tugas
utamanya memiliki peran vital dalam mendefinisikan cakupan kemungkinan bagi sebuah
organisasi. Semakin luas definisi dan tujuannya, semakin baik dalam mengadopsi inovasi.
PEMBAHASAN
Analisis Kapasitas-Adopsi Inovasi Indonesia Periode 1998 - 2014
Aspek pertama yang perlu dikaji untuk menentukan apakah suatu negara mampu
mengadopsi inovasi teknologi dalam militernya adalah intensitas finansial. Semakin
tinggi intensitas finansial, semakin sulit negara mengadopsi suatu teknologi. Dalam teori
tersebut, intensitas finansial ditentukan oleh eksklusivitas aplikasi teknologi tersebut pada
keperluan militer. Semakin eksklusif pada penggunaan militer suatu teknologi, semakin
tinggi intensitas finansial. Sebaliknya, jika besar nilai komersil dari penggunaan teknologi
tersebut, intensitas finansial akan semakin rendah. Pada kasus Indonesia yang menjadi
fokus pembahasan tulisan ini, hal tersebut akan diinterpretasikan sebagai nilai ekonomi
pengadaan alutsista. Terdapat tiga mekanisme yang memungkinkan pengadaan alutsista
di Indonesia memiliki nilai ekonomi: (a) pengadaan dilakukan oleh industri pertahanan
dalam negeri, (b) pengadaan dilakukan dengan mekanisme transfer of technology (ToT),
dan (c) pengadaan dilakukan dengan memasukkan konten lokal pada alutsista (Republik
Indonesia, 2012).
Berdasarkan United Nations Registration of Conventional Arms (UNROCA),
terdapat 7 kategori persenjataan yang masuk ke dalam kategori alat utama sistem
persenjataan (major weapons system). Persenjataan yang masuk kategori alat utama
sistem persenjataan tersebut adalah main battle tank (MBT) (kategori I), kendaraan
tempur lapis baja (kategori II), sistem artileri kaliber besar (kategori III), pesawat tempur
(kategori IV), helikopter serbu (kategori V), kapal perang (kategori VI), dan peluru
kendali serta peluncurnya (kategori VII) (United Nations, 2013). Dari seluruh kategori
alutsista UNROCA tersebut, Indonesia hanya melakukan pengadaan dari dalam negeri
pada kategori II, IV, dan VI saja. Untuk kendaraan tempur lapis baja, PT Pindad telah
memproduksi lebih dari 200 unit Panser Anoa 6x6. Melalui pembelian secara bertahap,
TNI kini telah mengoperasikan 226 unit Panser Anoa (Haryanto, 2014). Dalam
pengadaan ini, hampir keseluruhan komponen dirakit di Indonesia. Hanya pada bagian
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mesin saja kendaraan tersebut menggunakan komponen dari luar, yaitu mesin Renault
dari Prancis. Secara keseluruhan, kandungan konten lokal Panser Anoa mencapai 40%
(Leonardi, 2016). Untuk pengadaan pesawat dengan fungsi pengawasan (survelliance)
dan pengintaian (reconnaissance), TNI AL sudah mulai menggunakan pesawat CN-235
MPA (maritime patrole aircraft) buatan PT Dirgantara Indonesia. Dipesan sejak tahun
2009, TNI AL kini mengoperasikan 3 unit CN-235 MPA yang selesai diserahterimakan
pada tahun 2014 (Dirgantara Indonesia, 2014).
Untuk pengadaan kapal perang, pengadaan dalam negeri meliputi Kapal Cepat
Rudal (KCR) dengan rincian 3 unit KCR-60 dan 3 unit KCR-40 (Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia, 2014, hal. 82-83). Untuk kapal pendukung, TNI AL memesan 3 unit
kapal jenis Landing Ship Tank (LST) dari 2 galangan lokal (Prabowo, 2014). Di samping
itu, ada pula kapal yang dibuat dengan kerja sama dan transfer teknologi, yaitu kapal jenis
Landing Platform Dock (LPD) yang pembuatannya bekerja sama dengan Korea Selatan.
Dari 4 unit yang dipesan oleh TNI AL, 2 unit diantaranya sudah bisa dibuat sendiri oleh
PT PAL di Indonesia (Kristanti, 2009). Sedangkan untuk kategori IV (helikopter tempur),
Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia terlibat dalam perakitan beberapa jenis
helikopter tempur, seperti helikopter Bell 412-EP dan AS565 MBe Panther (Sutianto,
2016).
Hambatan utama untuk melakukan pengadaan alutsista dari dalam negeri berpusat
pada keterbatasan kapasitas industri pertahanan Indonesia dalam penguasaan teknologi.
Akibatnya, mau tidak mau pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan
TNI harus mendatangkan persenjataan tersebut dari luar negeri. Situasi inilah yang
membuat proses pengadaan alutsista pada periode tahun 1998-2014 masih didominasi
impor alutsista dari luar negeri sedangkan alutsista buatan dalam negeri hanya
menyumbang sebagian kecil saja. Selanjutnya, cukup jelas bahwa pengadaan berbagai
alutsista Indonesia pada periode 1998-2014 tidak terlalu banyak mengandung nilai
ekonomi. Hampir seluruh pengadaan alutsista Indonesia sebelum adanya UU No. 16
Tahun 2012 mengenai Industri Pertahanan tidak mempertimbangkan transfer teknologi.
Akibatnya, pengadaan alutsista tidak memberi nilai ekonomi pada industri pertahanan.
Bahkan, dengan adanya kebijakan tersebut, Indonesia baru bisa mengalokasikan 27%
anggaran belanja modalnya untuk alutsista dalam negeri (Leonardi, 2016). Sebelum ada
peraturan tersebut, nilainya jauh lebih kecil lagi. Selain itu, transfer teknologi yang terjadi
dari keseluruhan pengadaan alutsista juga sangat minim. Untuk beberapa teknologi,
meskipun dibangun di Indonesia, namun teknologi dan komponen alutsista masih diimpor
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dari luar negeri. Untuk beberapa alutsista pun, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan
PT PAL lebih berperan merakit alutsista daripada pembuatan keseluruhan alutsista.
Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tingkat intensitas finansial Indonesia masih rendah
untuk mampu mengadopsi teknologi persenjataan mutakhir dengan rendahnya nilai
ekonomi pengadaan alutsista sebagai penyebab utamanya.
Aspek kedua yang perlu dikaji untuk menentukan apakah suatu negara mampu
mengadopsi inovasi teknologi dalam militernya adalah modal organisasional.
Kemampuan suatu negara dalam mengadopsi inovasi teknologi persenjataan tidak hanya
berdasarkan kemampuan negara tersebut dalam membeli alutsista, tetapi juga
kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan inovasi. Untuk negara mampu
mengadopsi inovasi teknologi persenjataan, dibutuhkan modal organisasional dari militer
negara tersebut untuk mengadopsinya. Semakin besar modal organisasional yang dimiliki
militer suatu negara, seharusnya semakin mudah negara tersebut mengadopsi inovasi
teknologi persenjataan. Dalam tulisan ini, modal organisasional diterjemahkan ke dalam
tiga aspek. Pertama, alokasi sumber daya untuk pengadaan alutsista serta penelitian dan
pengembangan (litbang) TNI. Kedua, aspek perkembangan struktur dan organisasi TNI.
Perkembangan struktur dan organisasi menjadi indikator apakah birokrasi militer suatu
negara rigid atau tidak. Ketiga, aspek perkembangan doktrin. Sebagai panduan utama
dalam menjalankan tugasnya, doktrin militer suatu negara menentukan tugas utama dan
keterbukaan terhadap inovasi.
Alokasi Sumber Daya untuk Pengadaan Alutsista dan Litbang Pertahanan
Dari segi anggaran pertahanan, sudah bukan rahasia umum bahwa anggaran
pertahanan Indonesia berdasarkan presentase PDB per tahun merupakan yang terendah
di Asia Tenggara. Meskipun secara besaran jumlah anggaran Indonesia menempati posisi
kedua setelah Singapura, presentase anggaran pertahanan terhadap PDB Indonesia
merupakan yang paling rendah di antara semua negara-negara Asia Tenggara. Dalam
periode tahun 1998 – 2014, anggaran pertahanan Indonesia tidak pernah mencapai angka
1% PDB. Padahal, jika merujuk pada rencana pembangunan postur pertahanan dalam
kerangka minimum essential forces (MEF), Indonesia membutuhkan anggaran
pertahanan minimal 2% dari PDB (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008,
hal. 18). Artinya, anggaran pertahanan Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan
pembangunan postur pertahanan.
Tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran pertahanan secara konstan terjadi sejak
tahun 2000. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya kesenjangan antara jumlah anggaran
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kebutuhan yang diajukan dengan realisasinya. Pada periode tahun 2000-2004 misalnya,
pemerintah hanya dapat menyediakan rata-rata 74,12% kebutuhan pertahanan. Dari
Rp109.675,30 miliar yang diusulkan Departemen Pertahanan untuk periode 2000-2004,
realisasi anggaran dari pemerintah hanya berjumlah Rp79.327,39 miliar (Widjajanto &
Keliat, 2006, hal. 4). Usaha pemerintah meningkatkan anggaran pertahanan pun
nampaknya belum mampu memenuhi kebutuhan anggaran pertahanan yang diajukan oleh
Kementerian Pertahanan. Pada tahun 2011 misalnya, meskipun anggaran pertahanan
sudah mencapai $5,75 triliun dari awalnya hanya $1,27 triliun pada tahun 2000, jumlah
tersebut masih jauh dari angka $13,68 triliun yang diajukan Kementerian Pertahanan pada
waktu itu. Di sisi lain, penambahan jumlah anggaran pertahanan Indonesia juga tidak
disertai dengan peningkatan presentase anggaran terhadap PDB.
Tidak hanya bermasalah karena adanya kesenjangan antara kebutuhan dan
realisasi anggaran pertahanan, anggaran pertahanan Indonesia juga tidak seluruhnya
dapat digunakan untuk pembelian alutsista. Pada periode 2000-2004 misalnya, porsi
terbesar alokasi anggaran pertahanan adalah anggaran rutin. Pemerintah mengalokasikan
73,19% anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan rutin. Sedangkan anggaran
pertahanan yang terkait langsung dengan pemeliharaan dan pengembangan alutsista
untuk tahun 2000-2004 hanya mendapat alokasi rata-rata 35% (Rp28.489,85 miliar) dari
total anggaran pertahanan (Widjajanto & Keliat, 2006, hal. 6). Tren tersebut berlanjut
pada periode-periode selanjutnya di mana anggaran pengadaan alutsista (belanja modal)
hampir selalu di bawah anggaran untuk menggaji pegawai (belanja pegawai) dan
anggaran fungsional (belanja barang/jasa). Hingga kini, anggaran untuk pengadaan
alutsista selalu berada di kisaran 30-35% dari total anggaran pertahanan setiap tahun.
Selain itu, alokasi anggaran untuk kegiatan litbang pertahanan masih sangat
rendah. Pada periode 2000-2004, alokasi anggaran di bidang penelitian dan
pengembangan cenderung kecil (Widjajanto & Keliat, 2006, hal. 27). Tahun 2002
misalnya, penggunaan anggaran untuk kegiatan penelitian dan pengembangan menjadi
bagian dari penggunaan kegiatan fungsi yang besarnya Rp882,92 atau 8,95% dari
Anggaran Belanja Rutin. Selanjutnya, pada periode 2005-2013, nilai anggaran belanja
pemerintah untuk sub-fungsi litbang pertahanan juga sangat rendah. Presentase anggaran
litbang pertahanan dari anggaran pertahanan keseluruhan pada periode 2005-2013
berturut-turut adalah (0,14%), (0,16%), (0,30), (1,03%), (0,40%), (0,48%), (0,2%),
(0,22%), dan (1,43%) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013). Nilai tersebut
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tentu saja sangat kecil dan menunjukkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan
belum menjadi perhatian ataupun prioritas pemerintah Indonesia.
Di samping permasalahan anggaran, kegiatan litbang juga memiliki kendala
dalam kuantitas maupun kualitas personelnya. Dari segi kuantitas, adanya kebijakan tidak
boleh menambah personel membuat bagian litbang sulit menambah personel sesuai
kebutuhan. Dalam Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD misalnya, pemenuhan
personel untuk kegiatan litbang baru terpenuhi sekitar 70-80% dari kebutuhan (Damanik,
2016). Dari segi kualitas, tidak semua personel litbang memiliki latar belakang keilmuan
ataupun teknis yang dibutuhkan dalam kegiatan litbang. Padahal, kegiatan litbang
membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis, seperti sarjana
teknologi dan sarjana sains. Selain itu, karena sedikitnya personel dengan kemampuan
teknis, setiap kali terjadi penambahan personel, akan terjadi tarik menarik antar satuan
yang membutuhkan personel tersebut. Di sisi lain, kegiatan mutasi personel dan pejabat
di lingkungan satuan litbang membuat proses penguasaan teknologi dan pemahaman
permasalahan litbang semakin sulit (Lebang, 2016).
Perkembangan Struktur dan Organisasi TNI
Agar

mampu

memaksimalkan

fungsi

pertahanan,

TNI

melakukan

pengorganisasian untuk setiap matra. Pengorganisasian tersebut dilakukan sesuai dengan
karakter dan kebuuhan masing-masing matra. Pada matra darat, pengorganisasian
kekuatan TNI AD dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu Kekuatan Terpusat, Kekuatan
Kewilayahan, dan Kekuatan Satuan Pendukung. Komando Terpusat TNI AD terdiri dari
Komando Cadangan Strategis (Kostrad) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Kekuatan Kewilayahan terdiri dari 13 Komando Daerah Militer (Kodam) yang tersebar
dari Aceh hingga Papua.
Pada matra laut, kekuatan TNI AL disusun dalam Sistem Armada Terpadu
(SSAT),

terdiri dari KRI, KAL, Pesawat Udara (Pesud), Marinir, dan Pangkalan.

Keseluruhan kekuatan tersebut beroperasi dalam tiga komando utama operasi, yaitu
Komando Armada Barat (Koarmabar) yang berpusat di Jakarta dan Komando Armada
Timur (Koarmatim), dan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil).
Pada matra udara, kekuatan TNI AU terdiri dari Skuadron Udara, Satuan Radar,
Satuan Rudal, Pasukan Khas (Paskhas), Pangkalan Udara (Lanud), Detasemen dan Pos.
Satuan Skuadron terdiri dari Skuadron Tempur, Angkut, Intai, Helikopter dan Skuadron
Latih. Keseluruhan kekuatan TNI AU tersebut beroperasi dalam dua komando utama
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operasi, yaitu Komando Operasi AU I (Koopsau I), Komando Operasi AU II (Koopsau),
dan Komando Pendidikan AU (Kodikau).
Secara umum, tidak banyak perubahan terjadi pada struktur TNI pasca reformasi.
Terkait pengembangan organisasi TNI, terdapat beberapa poin penting. Pertama,
pengembangan paling besar terjadi pada TNI AD yang dalam kurun waktu lebih kurang
14 tahun menambah 70.400 personel (IISS, 2001). Jumlah tersebut juga merupakan yang
paling besar dibandingkan dengan pertambahan jumlah personel TNI AL (25.000) dan
TNI AU (3.100). Selain jumlah, perkembangan organisasi TNI AD secara kewilayahan
juga merupakan yang paling banyak. Di antara ketiga matra, struktur TNI AD dengan
pertambahan 3 Kodam (dan masih akan bertambah) merupakan yang paling besar.
Sedangkan pada TNI AU dan TNI AL, tidak ada perubahan meskipun dalam perencanaan
TNI AL menargetkan penambahan satu komando. Hal ini menunjukkan bahwa
pengembangan organisasi TNI masih berorientasi pada sistem kewilayahan dan
menitikberatkan kehadiran TNI AD di seluruh wilayah administratif pemerintahan.
Sedangkan pengembangan yang berlandaskan pengadopsian teknologi baru belum
terlihat.
Kedua, jika dilihat dari pengembangan TNI, hampir seluruh pengembangan
tersebut merupakan penambahan jumlah satuan yang memang telah ada sejak lama.
Hanya sedikit sekali penambahan satuan baru dengan fungsi baru yang sebelumnya tidak
ada. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008 misalnya, pengembangan
organisasi TNI AD lebih banyak difokuskan kepada penambahan Kodam dan
pembentukan Brigade Infanteri di setiap Kodam. Sedangkan, pengembangan organisasi
TNI AL diarahkan pada penambahan armada dan pangkalan, dan TNI AU diarahkan pada
penambahan armada pesawat tempur dan satuan radar untuk memenuhi kebutuhan
pertahanan udara Indonesia. Ketiga, rencana Indonesia untuk mengembangangkan dan
mengimplementasikan konsep operasi Tri Matra Terpadu yang dituangkan dalam bentuk
pengembangan Komando

Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan)

dan

dicanangkan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum terlaksana hingga
saat ini (Republika, 2015). Beberapa kendala implementasi Kogabwilhan diantaranya:
tradisi dominasi angkatan darat, ketidakjelasan mekanisme untuk merespon ancaman oleh
para pimpinan TNI, dan penolakan dari kalangan internal yang melihat pembentukan
Kogabwilhan akan memperumit struktur organisasi yang sudah ada (Prameswaran,
2016).
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Dengan adanya berbagai peraturan pembenahan reformasi birokrasi yang
dilengkapi mekanisme pelaksanaannya, semestinya tidak ada masalah untuk TNI
melaksanakan pengembangan organisasi. Namun, berdasarkan perkembangan organisasi
TNI dalam kurun waktu 1998-2014, terlihat bahwa pengembangan struktur atau satuan
baru belum menjadi prioritas TNI atau terdapat hambatan-hambatan dalam
pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan zero growth yang memaksa TNI menambah
personel secara terbatas cenderung bertentangan dengan kebutuhan pengembangan
organisasi yang didorong oleh akuisisi persenjataan baru dalam proses transformasi
pertahanan Indonesia. Meskipun belum dapat disimpulkan secara jelas, pengembangan
organisasi TNI masih cenderung belum mencerminkan karakter organisasi yang fleksibel
yang dibutuhkan untuk organisasi militer mampu mengadopsi inovasi.
Perkembangan Doktrin TNI
Doktrin TNI merupakan pedoman TNI dalam rangka melaksanakan peran, fungsi,
dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara (Tentara Nasional Indonesia, 2010).
Sebelum reformasi, tugas utama TNI mengacu pada UU No. 20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
Kemudian, pasca reformasi, undang-undang mengenai pertahanan negara tersebut
digantikan oleh UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan adanya UU
Pertahanan Negara, POLRI kemudian secara resmi terpisah dari militer. Perubahan
tersebut kemudian berpengaruh terhadap doktrin TNI. Sebelumnya, ABRI menggunakan
Doktrin Induk Catur Dharma Eka Karma (‘88) dan Doktrin Pelaksanaan Sad Daya Dwi
Bhakti Tahun 1994 untuk melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya. Kemudian,
sebagai tindak lanjut dari UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.
34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dirumuskan suatu doktrin baru
bernama Doktrin Tri Dharma Eka Karma (Tridek). Diresmikan melalui Keputusan
Panglima TNI No. Kep/2/I/2007 pada tanggal 12 Januari 2007, meski dengan revisi,
hingga kini TNI masih menggunakan Doktrin Tridek sebagai pedomannya.
Doktrin TNI sebagai pedoman pelaksanaan organisasi merumuskan peran, fungsi,
dan tugas pokok TNI. Di dalam sistem pertahanan Indonesia, TNI ditempatkan sebagai
komponen utama untuk menghadapi ancaman militer dan dalam pelaksanaannya
didukung oleh komponen cadangan maupun komponen pendukung (Republik Indonesia,
2002). Adapun peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan adalah menjalankan
tugas berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan fungsi TNI dalam
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pertahanan dibagi menjadi tiga, yaitu penangkalan terhadap ancaman militer, penindakan
terhadap ancaman militer, dan pemulihan atas kondisi keamanan negara pasca gangguan.
Kemudian, sebagai komponen utama pertahanan negara, tugas pokok TNI adalah
menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
(Republik Indonesia, 2004).
Lebih lanjut, pelaksanaan tugas pokok TNI dibagi dua, yaitu Operasi Militer untuk
Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tentara Nasional Indonesia,
2010). Operasi Militer untuk Perang merupakan segala bentuk pengerahan dan
penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan
agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan satu negara atau lebih
yang didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk pada hukum perang
internasional. Sedangkan, Operasi Militer Selain Perang merupakan tugas-tugas TNI
melalui pelibatan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI di luar Operasi Militer untuk
Perang.
Berdasarkan kriteria yang dibangun oleh Collins dan Ayers, Doktrin Tridek
sebagai doktrin induk TNI dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria pedoman untuk
mencapai tujuan militer. Dilihat dari fungsi fundamentalnya, tugas pokok TNI yang
tercantum dalam Doktrin Tridek telah mengakomodasi hampir keseluruhan fungsi
fundamental militer menurut Collins, yaitu fungsi tempur, fungsi dukungan tempur,
fungsi fasilitas tempur, dan fungsi nonmiliter. Meskipun tidak dibagi ke dalam kategori
tersebut, berbagai tugas pokok TNI yang tertulis di dalam doktrin dapat memenuhi
fungsi-fungsi fundamental militer. Selanjutnya, pembagian tugas pokok TNI ke dalam
Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
menunjukkan bahwa TNI telah mengakui keberadaan dan pentingnya menangkal
ancaman-ancaman yang bersifat non-tempur dan non-tradisional sebagaimana yang
menurut Ayers (1996, p. 13) menjadi tantangan militer pasca Perang Dingin. Keberadaan
kategori OMSP dalam Doktrin Tridek memastikan bahwa terdapat sumber daya yang
cukup untuk merespon merespon ancaman-ancaman non-tradisional yang mungkin
terjadi.
Terkait

perkembangan

teknologi

dan

inovasi,

Doktrin

Tridek

telah

mengakomodasi dalam strategi penangkalan baik ancaman militer dan non-militer.
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Dalam strategi penangkalan ancaman militer dan non militer, Doktrin Tridek secara tegas
menyebutkan bahwa pembangunan kekuatan diarahkan pada terwujudnya kualitas dan
kuantitas prajurit yang profesional, andal, dan alutsista modern serta organisasi yang
efektif dan efisien berdasarkan analisis risiko kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan
NKRI (Tentara Nasional Indonesia, 2010). Secara eksplisit, Doktrin Tridek mendorong
modernisasi persenjataan agar TNI mampu tetap relevan dengan perkembangan teknologi
persenjataan global. Di samping itu, Doktrin Tridek juga memungkinkan terjadinya
perubahan, baik organisasional maupun struktural, untuk mendukung pencapaian
kekuatan yang mampu merespon ancaman-ancaman, baik militer maupun non militer.
SIMPULAN
Tulisan ini menjelaskan proses reformasi militer Indonesia dalam konteks
transformasi pertahanan. Hambatan terkait intensitas finansial dan modal organisasional
dalam militer Indonesia terbukti berpengaruh terhadap proses transformasi pertahanan
Indonesia yang belum mencapai target. Teori kapasitas adopsi menunjukkan bagaimana
rendahnya intensitas finansial Indonesia dan kurangnya modal organisasional berkaitan
erat dengan kurang maksimalnya pencapaian transformasi pertahanan Indonesia.
Berkaitan dengan aspek pertama, terdapat indikasi kuat bahwa tidak tercapainya
target transformasi pertahanan Indonesia adalah karena tingkat intensitas finansial
Indonesia masih rendah. Sedangkan, berkaitan dengan aspek kedua, target transformasi
pertahanan Indonesia tidak tercapai karena alokasi sumber daya untuk pengadaan
alutsista maupun penelitian dan pengembangan pertahanan belum mumpuni. Selain itu,
struktur organisasi militer Indonesia yang cenderung kaku juga menjadi penghambat,
terbukti dari kurang pengembangan organisasi meskipun telah tersedia mekanismenya.
Akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa target transformasi pertahanan Indonesia
tidak tercapai karena kapasitas-adopsi Indonesia belum memadai.
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